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KEPALA DESA SRATEN 

KECAMATAN  GATAK  

KABUPATEN SUKOHARJO 

PERATURAN KEPALA DESA SRATEN 

NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SRATEN 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA DESA SRATEN, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Desa 

Sraten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 

2022, maka perlu menetapkan Penjabaran Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf  a perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Desa  tentang Penjabaran Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.  
 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2757); 

 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
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8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

960); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 230); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 298); 

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 
Nomor 30); 

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di 
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45); 

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9); 

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 

tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40); 
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17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan 

Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di 
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43); 

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 
13); 

19. Peraturan Desa Sraten Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

Sraten (Lembaran Desa Sraten Tahun 2017 Nomor 5); 

20. Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2012  tentang 

Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Sraten 
Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir denganPeraturan Desa Sraten Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Desa sraten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penatagunaan 

Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Sraten Tahun 2017 
Nomor 7); 

21. Peraturan Desa Sraten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Sraten Tahun 2018 Nomor 5); 

22. Peraturan Desa Sraten Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 
2018-2024 (Lembaran Desa Sraten Tahun 2019 Nomor 

3); 

23. Peraturan Desa Sraten Nomor 5 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran 

Desa Sraten Tahun 2022 Nomor 5); 
 

 
Dengan Kesepakatan  Bersama  

 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN 

DAN 

KEPALA DESA SRATEN 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 
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Pasal 1 
 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut: 
 

 

1. Pendapatan Desa Rp 2.217.594.884,00 

2. Belanja Desa Rp 2.164.201.300,00 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp    802.088.800,00  
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp    514.467.000,00 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp    466.315.500,00 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp      53.350.000,00 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat 

dan Mendesak Desa Rp     327.980.000,00   
Jumlah Belanja Rp  2.164.201.300,00 

Surplus/Defisit Rp       53.393.584,00  

3. Pembiayaan Desa  

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.      71.139.686,00 
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.      38.000.000,00 

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp.      33.139.686,00  
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih 
Pembiayaan) Rp.      86.533.270,00 

 
 

 
 

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan 
Kepala Desa ini. 

 

 

 

Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 
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Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Desa ini  dalam Berita Desa. 

 

 

 

Telah di Evaluasi  Bupati/walikota 

a.n. Camat ....... 

ttd 

(...............................................) 

Ditetapkan di  Sraten 
pada tanggal  31 Maret 2023  

KEPALA DESA SRATEN 
 

ttd 

 
WARSONO 

 

 

Diundangkan  di Sraten 
pada tanggal    31 Maret 2023 

SEKRETARIS DESA SRATEN 
 

        ttd 
 
YULI ATNANTO 

 
BERITA DESA SRATEN TAHUN 2023 NOMOR 1 
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PERATURAN DESA SRATEN 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA SRATEN, 
 

 
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan 
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa ; 

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu 
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya.  

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf  a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2021; 
 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 

2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
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Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

6.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

 

 

 

7.  Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254); 

8.  Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 230); 

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 298); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 
Tahun 2021  Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah 

kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6 ); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

961); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 
Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 

2022 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 1424) 

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 
Nomor 30); 

 

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di 
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Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45); 

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9); 

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 

tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40); 

19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan 
Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di 

Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43); 

20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 

13); 

21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 

53); 

22. Peraturan Desa Sraten  Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

Sraten  (Lembaran Desa Sraten  Tahun 2017  Nomor 5); 

23. Peraturan Desa Sraten  Nomor 12  Tahun 2012  tentang 

tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa Sebagaimana 
telah diubah dengan  Peraturan Desa Sraten Nomor 7  

Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa 
(Lembaran Desa Sraten  Tahun 2017 Nomor 7 ); 

24. Peraturan Desa Sraten  Nomor 5 Tahun 2018  Tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Sraten  Tahun 2018 Nomor 5 ); 

25. Peraturan Desa Sraten  Nomor 3 Tahun 2021  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 
2019 - 2024 (Lembaran Desa Sraten  Tahun 2021  
Nomor 3); 

26. Peraturan Desa Sraten  Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran 

Desa Sraten  Tahun 2021 Nomor 4 ); 

27. Peraturan Desa Sraten Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sraten 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sraten  Tahun 
2021 Nomor 6); 
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Dengan Kesepakatan  Bersama  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN 
DAN 

KEPALA DESA SRATEN 
 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 
 

Pasal 1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan 
perincian sebagai berikut: 

 
1. PendapatanDesa     Rp.         1.757.878.939 

2. BelanjaDesa      Rp          
1.762.705.008 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.            831.883.403 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.            291.786.350 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp.              91.799.000 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp.              15.000.000 

e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat   

    dan Mendesak Desa     Rp.            532.236.250 

 Jumlah Belanja     Rp.         1.762.705.008 

Surplus/Defisit     Rp.              (4.826.069)  
3. Pembiayaan Desa  

a. Penerimaan Pembiayaan    Rp.              75.965.755 
b. Pengeluaran Pembiayaan   Rp.                            0 
Selisih Pembiayaan ( a – b )    Rp.              75.965.755 

 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)  

Tahun Berjalan (Surplus/Defisit ) 
Selisih Pembiayaan)                                        Rp.              71.139.686 
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Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran 

Peraturan Desa ini yang terdiri dari : 

a. Lampiran I  : Laporan Keuangan 

b. Lampiran II  : Laporan Realisasi  Kegiatan Periode       01 Januari –  
                      31 Desember Tahun Anggaran 2021 

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program  
                      lainnya yang masuk ke Desa. 

 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa Sraten. 
 

 

 

Telah di Evaluasi  Bupati/walikota 

a.n. Camat ....... 

ttd 

(...............................................) 

Ditetapkan di  Sraten 
pada tanggal  31    Maret  2022  

KEPALA DESA SRATEN 

 
 

 
WARSONO 

 

Diundangkan  di Sraten 

pada tanggal    31 Maret 2022 
SEKRETARIS DESA SRATEN 
 

 
 

YULI ATNANTO 
 

LEMBARAN DESA SRATEN TAHUN 2022 NOMOR 1 
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KEPALA DESA SRATEN 

KECAMATAN  GATAK KABUPATEN SUKOHARJO 

PERATURAN KEPALA DESA SRATEN 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SRATEN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA SRATEN, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Desa 
Sraten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 

2021, maka perlu menetapkan Penjabaran Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf  a perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Desa  tentang Penjabaran Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.  
 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 230); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 298); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 

Tahun 2021  Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah 

kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6 ); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
961); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 
Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 

2022 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 1424) 

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 

Nomor 30); 
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16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di 
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45); 

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9); 

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 

tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40); 

19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan 

Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di 
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43); 

20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 
13); 

21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 

53); 

22. Peraturan Desa Sraten  Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
Sraten  (Lembaran Desa Sraten  Tahun 2017  Nomor 5); 

23. Peraturan Desa Sraten  Nomor 12  Tahun 2012  tentang 
tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa Sebagaimana 
telah diubah dengan  Peraturan Desa Sraten Nomor 7  

Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa 
(Lembaran Desa Sraten  Tahun 2017 Nomor 7 ); 

24. Peraturan Desa Sraten  Nomor 5 Tahun 2018  Tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 
Sraten  Tahun 2018 Nomor 5 ); 

25. Peraturan Desa Sraten  Nomor 3 Tahun 2021  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 
2019 - 2024 (Lembaran Desa Sraten  Tahun 2021  

Nomor 3); 

26. Peraturan Desa Sraten  Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran 
Desa Sraten  Tahun 2021 Nomor 4 ); 

27. Peraturan Desa Sraten Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sraten 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sraten  Tahun 

2021 Nomor 6); 



 

 

-17 - 

 
 

 

 
Dengan Kesepakatan  Bersama  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN 
DAN 

KEPALA DESA SRATEN 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 
 

Pasal 1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan 

perincian sebagai berikut: 
 

1. PendapatanDesa   Rp.         1.757.878.939 

2. BelanjaDesa   Rp          1.762.705.008 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.           831.883.403 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.           291.786.350 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp.             91.799.000 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp.             15.000.000 

e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat   

    dan Mendesak Desa     Rp.           532.236.250 

 Jumlah Belanja     Rp.         1.762.705.008 

Surplus/Defisit     Rp.              (4.826.069)  
2. Pembiayaan Desa  

a. Penerimaan Pembiayaan    Rp.              75.965.755 

b. Pengeluaran Pembiayaan   Rp.                              0 
Selisih Pembiayaan ( a – b )    Rp.              75.965.755 

 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)  

Tahun Berjalan (Surplus/Defisit ) 
+Selisih Pembiayaan)                                      Rp.              71.139.686 
      

 
 

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan 

Kepala Desa ini. 
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Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Kepala Desa ini  dalam Berita Desa. 

 

 

 

Telah di Evaluasi  Bupati/walikota 

a.n. Camat ....... 

ttd 

(...............................................) 

Ditetapkan di  Sraten 

pada tanggal  31 Maret 2022  

KEPALA DESA SRATEN 

 
 
 

WARSONO 

 

Diundangkan  di Sraten 
pada tanggal    31 Maret 2022  

SEKRETARIS DESA SRATEN 
 

 
 

YULI ATNANTO 
 
BERITA DESA SRATEN TAHUN 2022 NOMOR 2 
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PERATURAN DESA SRATEN 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA SRATEN, 
 

 
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa ; 

f. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 

yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan 

pelaksanaanya.  

 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf  a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2019; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan  Peraturan Perundang–undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
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82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5864; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun  2018 Nomor 611); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 230); 

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 
2019 tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7); 

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi 
Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440); 

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan 
sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20); 

13.  Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2017 Nomor 29); 

14.  Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2018 Nomor 83); 

15.  Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2018 Nomor 84); 

16.  Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9); 

17.  Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11); 

18.  Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12); 

 

19.  Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 
7); 
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20.  Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 

41); 

21.  Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 

tentang PenghasilanTetap, Tunjangan dan Penerimaam 
Lain Yang Sah Bagi Kepala Desadan Perangkat Desa di 
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43); 

22. Peraturan Desa Sraten Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Desa Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 6); 

23. Peraturan Desa Sraten Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Pemakaian Kekayaan Desa (Berita Desa Kabupaten 
Sukoharjo  Tahun 2012 Nomor 25); 

24. Peraturan Desa Sraten Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

(Lembaran Desa Sraten Tahun 2017 Nomor 5 ); 

 

25. Peraturan Desa Sraten Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Desa Sraten Nomor 2 tahun 

2012 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran 

Desa Sraten Tahun 2017 Nomor 7); 

26. Peraturan Desa Sraten  Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sraten 

Tahun 2018 Nomor 5); 

27. Peraturan Desa Sraten Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah  Desa (RKP-Des) Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Desa Sraten Tahun 2018 

Nomor 6); 

28. Peraturan Desa Sraten  Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2018 

(Lembaran Desa Sraten Tahun 2019 Nomor 1); 

 

29. Peraturan Desa Sraten  Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sraten 

Tahun 2019 Nomor 2); 

30. Peraturan Desa Sraten Nomor 3 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sraten Tahun 2018-2024 

(Lembaran Desa Sraten Tahun 2019 Nomor 3); 
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31. Peraturan Desa Sraten Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sraten Tahun 

2019 ( Lembaran Desa Sraten Tahun 2019 Nomor 4). 

 

Dengan Kesepakatan  Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN 

DAN 
KEPALA DESA SRATEN 

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 

 

Pasal 1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan 

perincian sebagai berikut: 
 

1. PendapatanDesa      Rp.         
1.985.305.543 

2. BelanjaDesa       Rp          
2.089.958.650 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  Rp.            
799.845.750 

b. Bidang Pelaksanaa Pembangunan Desa  Rp.            

959.680.500 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  Rp.            

264.077.400 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  Rp.              

66.355.000 

e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat   

    dan Mendesak Desa      Rp.                             

0 

 Jumlah Belanja      Rp.         

2.089.958.650 

Surplus/Defisit      Rp.           

(104.653.107)  
3. Pembiayaan Desa  

a. Penerimaan Pembiayaan     Rp.           

193.995.585 
b. Pengeluaran Pembiayaan    Rp.                            

0 
Selisih Pembiayaan ( a – b )     Rp.            

193.995.585 
 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 
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Berjalan (Surplus/Defisit )+ Selisih Pembiayaan) Rp.              
89.342.478       

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran 

Peraturan Desa ini yang terdiri dari : 

d. Lampiran I  : Laporan Keuangan 
e. Lampiran II  : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31  

                                 Desember Tahun Anggaran 2019 
f. Lampiran III  : Daftar program sektoral, program daerah dan program  

                                 lainnya yang masuk ke Desa. 

 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa Sraten. 

 

 

Telah di Evaluasi  Bupati/walikota 

a.n. Camat ....... 

ttd 

(...............................................) 

Ditetapkan di  Sraten 
pada tanggal  9    Maret  2020  

KEPALA DESA SRATEN 

 
 

 
WARSONO 

 

Diundangkan  di Sraten 

pada tanggal    9   Maret 2020  
SEKRETARIS DESA SRATEN 

 
 
 

YULI ATNANTO 
 

LEMBARAN DESA SRATEN TAHUN 2020 NOMOR 1 
 

 
 

PERSETUJUAN BERSAMA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN 

DENGAN 

KEPALA DESA SRATEN 
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                                                NOMOR  :  144/ 01  /III/2020 

                                                NOMOR  :  141/       /III/2020 

 

TENTANG 

 

PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

Pada hari ini Jumat tanggal Enam  bulan Maret  tahun dua ribu dua puluh  bertempat di  

Kantor Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing : 

1. Nama : Murdiyanto 

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sraten 

Alamat : Desa .Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sraten 

2. Nama : Warsono 

Jabatan : Kepala Desa Sraten 

Alamat : Desa Sraten, Kecamatan Gatak,  Kabupaten Sukoharjo 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sraten 

Memperhatikan : 

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Sraten dengan Kepala Desa Sraten membahas 

rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten 

Sukoharjo, 

Menyatakan bahwa : 

Badan Permusyawaratan Desa Sraten, dengan Kepala Desa Sraten,  sepakat mengadakan 

persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan 

menjadi Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. 

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani. 

 

 

 BADAN PERMUSYAWARATAN KEPALA DESA SRATEN 

 DESA SRATEN KECAMATAN GATAK 

 Ketua, 

 

 

 

 MURDIYANTO WARSONO 
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BERITA ACARA 

 
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA SRATEN, 

KECAMATAN GATAK, KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR  :  144/01/III/2020 

          
Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh 

bertempat di Kantor Desa Sraten, Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, telah 

diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas  Peraturan 

Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, Desa Sraten, Kecamatan 

Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya 

sebagaimana daftar hadir terlampir. 

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, 

keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai 

pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut : 

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Sraten  

Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2019 Desa Sraten,  Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, 

dengan rincian sebagai berikut : 
a. Pendapatan Desa                           Rp 1.985.305.543 ,00 

b. Belanja Desa      Rp 2.089.958.650 ,00 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp     799.845.750  ,00    

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan           Rp     959.680.500  ,00 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  Rp     264.077.400  ,00 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat   Rp       66.355.500  ,00 

e. Bidang Tak Terduga     Rp                      0  ,00 

 Jumlah Belanja     Rp 2.089.958.650 ,00 

Surplus/Defisit     (Rp   104.653.107,00)  
c. Pembiayaan Desa  

a. Penerimaan Pembiayaan            Rp.     193.995.585  ,00 
b. Pengeluaran Pembiayaan            Rp.                      0  ,00 
Selisih Pembiayaan ( a – b )           Rp.    193.995.585 ,00  

 
Silpa/Silpa tahun berjalan            Rp.      89.342.478 ,00 
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Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat 

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
                                                                          Sraten, 6 Maret  2020 
 KEPALA DESA SRATEN BADAN PERMUSYAWARATAN  

 KECAMATAN GATAK DESA SRATEN 
  Ketua, 

 
 
 

 WARSONO MURDIYANTO 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

BERITA ACARA 
 

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA SRATEN, 
KECAMATAN GATAK, KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR  :  144/02/II/2021 

          
Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Februari tahun dua ribu dua 

puluh satu bertempat di Kantor Desa Sraten, Kecamatan Gatak Kabupaten 

Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka 

membahas  Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Desa 

Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya 

sebagaimana daftar hadir terlampir. 

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, 

keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai 

pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut : 

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Sraten  

Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2020 Desa Sraten,  Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, 

dengan rincian sebagai berikut : 

h. Pendapatan Desa                           Rp 2.013.293.084 ,00 

b. Belanja Desa      Rp 2.026.669.807 ,00 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp     812.591.757,00    

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan           Rp     592.543.650,00 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  Rp     282.473.400,00 
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d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat   Rp       68.400.000,00 

e. Bidang Tak Terduga     Rp     270.661.000,00 

 Jumlah Belanja     Rp 2.026.669.807,00 

Surplus/Defisit     (Rp      13.376.723,00)  

c. Pembiayaan Desa  
a. Penerimaan Pembiayaan            Rp.       89.342.478,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan            Rp.                    0,00 
Selisih Pembiayaan ( a – b )           Rp.   89.342.478,00 
 

Silpa/Silpa tahun berjalan            Rp.    75.965.755,00 

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat 

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
                                                                         Sraten, 15 Februari  2021 

 KEPALA DESA SRATEN BADAN PERMUSYAWARATAN  
 KECAMATAN GATAK DESA SRATEN 
  Ketua, 

 
 

 
 WARSONO MURDIYANTO 
 

 
 
 

 

PERSETUJUAN BERSAMA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN 

DENGAN 

KEPALA DESA SRATEN 
 

NOMOR  :  144/ 01  /II/2021 

NOMOR:  141/06/II/2021 
 

TENTANG 
PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020 

 

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas  bulan Februari  tahun dua ribu dua 
puluh  satu bertempat di  Kantor Desa Sraten, Kecamatan Gatak, 

Kabupaten Sukoharjo, 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing : 

1. Nama : Murdiyanto 
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sraten 
Alamat : Desa .Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan 
Desa Sraten 

2. Nama : Warsono 
Jabatan : Kepala Desa Sraten 
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Alamat : Desa Sraten, Kecamatan Gatak,  Kabupaten Sukoharjo 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sraten 

Memperhatikan : 

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Sraten dengan Kepala Desa 

Sraten membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2020 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, 

Menyatakan bahwa : 

Badan Permusyawaratan Desa Sraten, dengan Kepala Desa Sraten,  sepakat 

mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2020. 

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani. 

 

 

 BADAN PERMUSYAWARATAN KEPALA DESA SRATEN 
 DESA SRATEN KECAMATAN GATAK 

 Ketua, 

 
 

 

 MURDIYANTO WARSONO 

 

PERATURAN DESA SRATEN 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA DESA SRATEN, 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa 
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung 

jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa ; 

  b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan 
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai 
dengan kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa perlu 
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya; 
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  c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf  a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2020; 
 

Mengingat :  1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  
 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 384); 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 230); 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
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Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 
8); 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian 
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor  
440) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 

43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian 
dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2019 Nomor 37); 
Pe 
 
 

 
 
 

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 

  tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita  
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah 
 
 
 
 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang 
perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo 

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran 
dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46); 
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13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
PertanggungJawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi 
Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan 

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 
dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, 
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 56); 
 

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor  29  Tahun 2017  
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30); 

 
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2018 Nomor 45); 

 
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2019 Nomor 9); 

 
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11); 

 
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan 
Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di 

Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43); 

 
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 

tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48); 
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21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2020 Nomor 78); 

 
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81); 

 
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penerapan Rincian 
Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2020 Nomor 1); 

24. Peraturan Desa Sraten Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Desa Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 6); 

25. Peraturan Desa Sraten Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Pemakaian Kekayaan Desa (Berita Desa Kabupaten 
Sukoharjo  Tahun 2012 Nomor 25); 

26. Peraturan Desa Sraten Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

(Lembaran Desa Sraten Tahun 2017 Nomor 5 ); 

27. Peraturan Desa Sraten Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Desa Sraten Nomor 2 tahun 

2012 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran 

Desa Sraten Tahun 2017 Nomor 7); 

28. Peraturan Desa Sraten  Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Sraten Tahun 2018 Nomor 5); 

29. Peraturan Desa Sraten  Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sraten 

Tahun 2019 Nomor 2); 

30. Peraturan Desa Sraten Nomor 3 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sraten 

Tahun Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sraten Tahun 

2019 Nomor 3); 

31. Peraturan Desa Sraten Nomor 6 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintahan Desa  Tahun 2019 ( 

Lembaran Desa Sraten Tahun 2019 Nomor 6); 

32. Peraturan Desa Sraten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran 

Desa Sraten Tahun 2020 Nomor 1). 

33. Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2020( Lembaran Desa Sraten Tahun 2020 Nomor 2); 
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34. Peraturan Desa Sraten Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Sraten Tahun 

2020 Nomor 3). 

 
35. Peraturan Desa Sraten Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Desa Sraten Tahun 2020 
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan  Desa Sraten  Tahun  2020 Nomor  3 tentang 
Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Sraten Tahun 
2020 Nomor 3); 

 

 

 
Dengan Kesepakatan  Bersama  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN 

DAN 
KEPALA DESA SRATEN 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2020 

 

Pasal 1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan 
perincian sebagai berikut: 

 

1. PendapatanDesa    Rp.           2.013.293.084 

2. BelanjaDesa       Rp          2.026.669.807 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  Rp.            812.591.757 

b. Bidang Pelaksanaa Pembangunan Desa  Rp.            592.543.650 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  Rp.            282.473.400 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  Rp.              68.400.000 

e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat   

    dan Mendesak Desa      Rp.            270.661.000                            

 Jumlah Belanja      Rp.         2.026.669.807 

Surplus/Defisit      Rp.           (13.376.723)  

2. Pembiayaan Desa  

a. Penerimaan Pembiayaan     Rp.             89.342.478 
b. Pengeluaran Pembiayaan    Rp.                            0 

Selisih Pembiayaan ( a – b )     Rp.             89.342.478 
 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 
Berjalan (Surplus/Defisit )+ Selisih Pembiayaan) Rp.             75.965.755 
      

 



 

 

-36 - 

 

 
 

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran 

Peraturan Desa ini yang terdiri dari : 

a. Lampiran I  : Laporan Keuangan 
b. Lampiran II  : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31  

                                 Desember Tahun Anggaran 2020 
c. Lampiran III  : Daftar program sektoral, program daerah dan program  

                                 lainnya yang masuk ke Desa. 

 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa Sraten. 

 

 

Telah di Evaluasi  Bupati/walikota 

a.n. Camat ....... 

ttd 

(...............................................) 

Ditetapkan di  Sraten 

pada tanggal      Februari 2021  

KEPALA DESA SRATEN 
 

 
 

WARSONO 

 

 
Diundangkan  di Sraten 

pada tanggal       Februari 2021  
SEKRETARIS DESA SRATEN 

 
 
 

YULI ATNANTO 
 

LEMBARAN DESA SRATEN TAHUN 2021 NOMOR 1 
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PERATURAN KEPALA DESA 
 

 
DESA    : SRATEN 
KECAMATAN  : GATAK 

KABUPATEN   : SUKOHARJO 
NOMOR    : 1 
TAHUN    : 2023 

 

TENTANG 

 PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

 
 
 
 
 

 

DILAPORKAN KEPADA : BUPATI SUKOHARJO  

TANGGAL    : 3 April 2023 

NOMOR SURAT    : 140/34/2023 
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